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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN
PADA 20 PROVINSI MISKIN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015-2024

OLEH

HELIYANA FITRIANI

Kemiskinan masih menjadi permasalahan struktural di Indonesia, khususnya di
wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Pertanian (TKP), Harapan Lama
Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat
kemiskinan pada dua puluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di
Indonesia periode 2015-2024. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode regresi data panel
melalui pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. NTP dan HLS
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TKP dan TPT
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan
bahwa dinamika kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti
produktivitas sektor pertanian, kualitas pendidikan, dan kondisi pasar tenaga kerja.
Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada
peningkatan produktivitas pertanian, kualitas sumber daya manusia, serta
penciptaan lapangan kerja produktif.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB, Nilai Tukar Petani, Pendidikan, Data Panel,
Fixed Effect Model.



ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY IN 20 POOR
PROVINCES IN INDONESIA FROM 2015-2024

BY

HELIYANA FITRIANI

Poverty remains a structural problem in Indonesia, especially in regions with a high
level of dependence on the agricultural sector. This study aims to analyze the effect
of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Farmer Exchange Rate (NTP),
Agricultural Labor Force (TKP), Expected Years of Schooling (EYS), and Open
Unemployment Rate (OUR) on poverty levels in the twenty provinces with the
highest poverty rates in Indonesia for the period 2015-2024. This study uses
secondary panel data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) with a panel
data regression method using the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results
show that GRDP has no significant effect on poverty. NTP and ESL have a negative
and significant effect on poverty, while ALW and OUR have a positive and
significant effect on poverty. These findings indicate that poverty dynamics are
influenced by structural factors such as agricultural sector productivity, education
quality, and labor market conditions. Therefore, poverty alleviation policies need
to be directed at increasing agricultural productivity, improving human resource
quality, and creating productive jobs.

Keywords: Poverty, GRDP, Farmer Exchange Rate, Education, Panel Data,
Fixed Effect Model.
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I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan menjadi tantangan utama dalam
pembangunan ekonomi global, termasuk di Indonesia yang secara struktural
memiliki basis ekonomi agraris. Laporan Bank Dunia (2023) mencatat bahwa
lebih dari 700 juta penduduk dunia masih berada dalam kondisi kemiskinan
ekstrem, dengan mayoritas di antaranya bermukim di wilayah perdesaan dan
menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa upaya pembangunan pada sektor ini memiliki posisi strategis dalam

mendukung pengurangan kemiskinan, baik secara global maupun di Indonesia.

Indonesia's Poverty Rates at the new International Poverty Lines
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(Sumber: Word Bank, 2025)

Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Garis
Kemiskinan Internasional yang Baru



Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan garis
kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yang mencakup
International Poverty Line (IPL) sebesar US$2,15 PPP per hari, Lower Middle-
Income Class Poverty Line (LMIC) sebesar US$3,65 PPP per hari, serta Upper
Middle-Income Class Poverty Line (UMIC) sebesar US$6,85 PPP per hari. Secara
umum, data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang cukup
signifikan selama empat dekade terakhir. Pada tahun 1990, sekitar 85 persen
penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan UMIC, sementara
pada tahun 2024 proporsi tersebut menurun menjadi 68,3 persen. Berdasarkan
standar LMIC, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari sekitar
80 persen pada awal 1990-an menjadi 19,9 persen pada tahun 2024. Adapun jika
diukur menggunakan garis kemiskinan internasional yang paling ekstrem, yaitu
IPL, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga mencapai 5,4 persen pada

tahun 2024 (World Bank, 2025b)

Namun demikian, walaupun angka kemiskinan nasional menurun dan
menunjukkan hasil yang baik secara umum, masalah kemiskinan di Indonesia
masih bersifat mendasar dan berbeda-beda tingkatnya di setiap daerah serta sektor
ekonomi. Penurunan agregat kemiskinan belum sepenuhnya mencerminkan
peningkatan kesejahteraan yang merata, terutama pada kelompok masyarakat yang
menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor-sektor dengan produktivitas
relatif rendah. Kegiatan ekonomi di tingkat regional berperan penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui penyediaan kesempatan
kerja maupun sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
di berbagai provinsi. Namun, peningkatan kontribusi ekonomi daerah tersebut
belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
merata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun PDRB regional
terus mengalami peningkatan, sebagian kelompok pekerja masih menghadapi
tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja di
sektor lain. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil

pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu



meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.(BPS,

2025b)

Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat mencapai 9,36 persen
atau sekitar 25,90 juta penduduk, yang menandakan bahwa kemiskinan masih
menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi nasional (BPS, 2023e).
Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan
ekonomi sektoral dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada
wilayah dan kelompok penduduk yang bergantung pada sektor primer. Fenomena
tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam proses
pembangunan, di mana peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya mampu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara proporsional. Sejalan dengan
temuan (Amalia et al., 2022) serta, (Udi et al., 2023) rendahnya produktivitas sektor
pertanian, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta lemahnya daya beli
yang tercermin melalui Nilai Tukar Petani menjadi faktor penting yang membatasi

peran sektor pertanian dalam menurunkan kemiskinan.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti Harapan Lama Sekolah dan Tingkat
Pengangguran Terbuka turut memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam keluar
dari kemiskinan. Dengan demikian, kajian mengenai kemiskinan perlu dilakukan
secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara pertumbuhan
ekonomi, Kualitas sumber daya manusia serta dinamika pasar tenaga kerja menjadi
faktor penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di
Indonesia. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh aspek
ekonomi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh capaian pembangunan
manusia dan kondisi ketenagakerjaan. (Umara et al., 2024) Hasil penelitian tersebut
mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran
Terbuka, dan PDRB per kapita berperan penting serta memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pemilihan variabel Tenaga Kerja Petani dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan empiris dalam kajian



ekonomi pembangunan. Secara teoritis, model dualisme ekonomi yang
dikemukakan oleh W. Arthur Lewis menjelaskan bahwa sektor pertanian tradisional
di negara berkembang cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar namun
dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi surplus tenaga kerja
tersebut menyebabkan rendahnya tingkat upah dan terbatasnya peningkatan
pendapatan, sehingga berpotensi mempertahankan kemiskinan struktural. Dalam
konteks Indonesia, sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama
bagi sebagian besar penduduk miskin, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh
karena itu, variabel Tenaga Kerja Petani menjadi relevan untuk menganalisis
apakah besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mampu berkontribusi
terhadap penurunan kemiskinan atau justru mencerminkan rendahnya produktivitas

yang berkorelasi dengan tingginya tingkat kemiskinan.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka dipilih karena secara konseptual
memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme
pendapatan. Dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh Michael Todaro
dan Stephen C. Smith, keterbatasan kesempatan kerja produktif menjadi salah satu
faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan dan memperbesar risiko
kemiskinan. Pengangguran terbuka mencerminkan ketidakmampuan perekonomian
daerah dalam menyerap angkatan kerja secara optimal, sehingga sebagian
penduduk tidak memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan dasar. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi
indikator penting dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi,
khususnya dalam melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan
kesempatan kerja yang inklusif. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penggunaan
variabel Tenaga Kerja Petani dan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian
ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai
hubungan antara struktur ketenagakerjaan, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan

dinamika kemiskinan antarwilayah di Indonesia.

Namun demikian, pengukuran kemiskinan yang hanya didasarkan pada aspek

moneter belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan



masyarakat secara komprehensif. (Ratih et al., 2023) Hasil kajian tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan multidimensi di Provinsi Lampung
tercatat lebih tinggi dibandingkan kemiskinan yang diukur secara moneter, yang
menandakan adanya keterbatasan pada aspek pendidikan, kesehatan, serta standar
hidup masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan kemiskinan tidak
semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh

kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap layanan dasar.
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Gambar 1. 2 . Kemiskinan vs Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan
Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada gambar 1.2. tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat kemiskinan (%),
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 20
provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dari data terlihat bahwa
provinsi dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi seperti Papua (21,09%) dan NTT
(19,02%) memiliki nilai PDRB yang relatif rendah. Selain itu, NTP di Papua
(100,26) dan NTT (99,60) juga tidak terlalu tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
rendahnya aktivitas ekonomi daerah dan kesejahteraan petani yang belum optimal
dapat berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan. D1 sisi lain, terdapat provinsi

dengan PDRB yang besar seperti Jawa Barat (210.828), Sumatera Utara (144.034),



dan Jawa Timur (134.905), namun masih termasuk dalam kelompok provinsi
dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Jika dilihat dari NTP, provinsi-provinsi
tersebut memiliki nilai di atas 100, seperti Jawa Barat (112,17) dan Sumatera Utara
(136,23), yang menunjukkan bahwa secara umum pendapatan petani relatif lebih
baik dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, tingkat kemiskinan
belum sepenuhnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan petani belum tentu langsung menurunkan kemiskinan
secara menyeluruh. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ketimpangan
distribusi pendapatan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam upaya

penurunan kemiskinan (BPS, 2023a).

Beberapa provinsi seperti Bengkulu memiliki NTP yang sangat tinggi (181,90),
tetapi tingkat kemiskinannya masih sebesar 12,52 persen. Begitu juga Jambi dengan
NTP 156,14 dan tingkat kemiskinan 7,62 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun kesejahteraan petani meningkat, faktor lain seperti struktur ekonomi
daerah, kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan pemerataan pendapatan juga
berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Secara umum, data menunjukkan
bahwa kenaikan PDRB dan NTP tidak selalu langsung diikuti dengan penurunan
tingkat kemiskinan. PDRB yang tinggi maupun NTP yang meningkat belum tentu
secara otomatis menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan petani, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor
ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan perbandingan harga yang
diterima dan dibayarkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, efisiensi

distribusi, serta perluasan akses pasar. (Prabowo & Faridatussalam, 2022).

Secara umum, data menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dan NTP tidak selalu
langsung diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani belum tentu

secara otomatis mengurangi kemiskinan apabila tidak disertai pemerataan



pendapatan dan kesempatan kerja. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB
di tingkat daerah tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak
diiringi dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Temuan
yang sejalan juga dikemukakan oleh (Putri & Friska, 2024) yang menegaskan
bahwa pertumbuhan ekonomi regional memerlukan kualitas dan pemerataan agar

mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Pemilihan 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam penelitian ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak
tersebar secara merata antarwilayah. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan
persentase penduduk miskin tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dalam
periode observasi penelitian. Tahun 2024 dipilih karena mencerminkan kondisi
kemiskinan terkini berdasarkan publikasi resmi Profil Kemiskinan di Indonesia
yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pada tahun tersebut, tingkat
kemiskinan nasional berada pada kisaran sekitar 9 persen, sementara 20 provinsi
yang dipilih memiliki tingkat kemiskinan di atas atau mendekati 8—10 persen,
sehingga relatif berada di atas atau sekitar rata-rata nasional. Kriteria ini digunakan
untuk mengidentifikasi wilayah yang hingga akhir periode penelitian masih
menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan memerlukan perhatian

kebijakan yang lebih terfokus.

Pembatasan sampel pada 20 provinsi juga mempertimbangkan aspek keterwakilan
wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pendekatan penelitian menggunakan
data panel dengan model efek tetap bertujuan mengontrol heterogenitas
karakteristik antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung namun
berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, estimasi hubungan
antara variabel penelitian diharapkan lebih akurat dalam menangkap perbedaan

karakteristik struktural masing-masing wilayah.



Berdasarkan pengelompokan wilayah, sebagian besar provinsi dalam sampel
penelitian ini berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, dengan beberapa
provinsi lainnya berada di kawasan timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
konsentrasi wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dalam penelitian ini
tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada satu kawasan, melainkan tersebar di beberapa
wilayah dengan karakteristik struktural yang berbeda. Temuan ini sekaligus
mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi
tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis
yang terfokus pada kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi
relevan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat

sasaran dan berbasis karakteristik daerah.

25.00

20.00

15.00
10.00
5.00
0.00

QRS o O K > S SRS N IS
RGN X NI Q& > L9 ARG
R A OQ@ ST S M R Qé‘e\q;y@ %@‘,\@ & F & F
o ¢ O N I @
¢ T EE VLT ES oS
< 2
3 & > Q &
N %\@ S0 & B

Sumber: BPS (2024), Data Diolah

Gambar 1.3. Persentase Kemiskinan pada 20 Provinsi di Indonesia 2024 (%)

Gambar 1.3. tersebut menggambarkan persentase penduduk miskin pada 20
provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yang
menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan

antarwilayah. Provinsi Papua tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan



tertinggi, yaitu sebesar 21,09 persen, disusul oleh Nusa Tenggara Timur sebesar
19,02 persen dan Papua Barat sebesar 18,09 persen. Tingginya tingkat kemiskinan
di provinsi-provinsi tersebut mengindikasikan masih kuatnya permasalahan
struktural, antara lain keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi, rendahnya
kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi lain seperti Maluku, Gorontalo, Aceh, dan Bengkulu juga menunjukkan
tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, berada pada kisaran 12—16 persen. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terkonsentrasi di
wilayah timur Indonesia, tetapi juga masih terjadi di beberapa provinsi lain dengan
karakteristik ekonomi yang berbeda. Meskipun beberapa wilayah memiliki potensi
sumber daya alam yang relatif besar, hasil pembangunan belum sepenuhnya

dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat mencatat tingkat kemiskinan yang
relatif lebih rendah dalam kelompok ini, yaitu di bawah 10 persen. Namun
demikian, provinsi-provinsi tersebut tetap termasuk dalam kelompok 20 provinsi
dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih maju,
permasalahan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius,
terutama terkait dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Secara
keseluruhan, pola pada grafik ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi
permasalahan utama di berbagai provinsi di Indonesia, dengan karakteristik dan
tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya
penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah,
sehingga kebijakan yang diterapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan

secara lebih efektif dan berkelanjutan.
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Gambar 1.4. Kemiskinan vs Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 1.4 tersebut menggambarkan hubungan antara tingkat kemiskinan (%),
Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 20
provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, meliputi Papua, Nusa
Tenggara Timur, Papua (provinsi pemekaran), Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera
Selatan, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi

Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. (BPS, 2023f).

Sebaliknya, provinsi seperti DI Yogyakarta memiliki nilai HLS tertinggi yaitu 15,70
tahun dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat
kemiskinan yang lebih rendah. Namun demikian, peningkatan pendidikan tidak
selalu langsung berdampak pada penurunan kemiskinan secara signifikan, karena
pengaruhnya sangat bergantung pada kemampuan pasar kerja dalam menyerap
tenaga kerja berpendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Harahap et al.,
2022) yang menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan
kesejahteraan, tetapi efeknya terhadap pengurangan kemiskinan bersifat jangka

panjang dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah.
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Jika dilihat dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), terlihat bahwa provinsi
dengan kemiskinan tinggi seperti Papua justru memiliki tingkat pengangguran yang
tidak terlalu tinggi (4,13%), sedangkan NTT sebesar 3,02 persen. Di sisi lain, Jawa
Barat yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih rendah (7,08%) justru
mencatat TPT yang cukup tinggi yaitu 6,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
rendahnya tingkat pengangguran terbuka tidak selalu mencerminkan rendahnya
tingkat kemiskinan, terutama di wilayah yang didominasi oleh pekerjaan informal

dan usaha berskala kecil (BPS, 2023f).

Provinsi lain seperti Sumatera Utara (TPT 5,60%) dan Aceh (5,75%) juga
menunjukkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan
yang masih berada di atas 12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas
pekerjaan dan tingkat pendapatan menjadi faktor penting dalam menjelaskan
kemiskinan. (Mahfuza et al., 2021) menegaskan bahwa kemiskinan regional
dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang saling berkaitan, termasuk

kualitas sumber daya manusia dan struktur pasar tenaga kerja.

Secara umum, pola pada grafik menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan,
pendidikan, dan pengangguran tidak selalu berjalan secara langsung atau linier.
Peningkatan tingkat pendidikan yang tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS)
memang dapat memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan
yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Namun
demikian, pendidikan yang tinggi belum tentu secara otomatis menurunkan tingkat
kemiskinan apabila tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang
memadai dan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut,
pengangguran terbuka maupun setengah menganggur tetap dapat terjadi, sehingga

sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan
dengan rendahnya pendidikan, tetapi juga dengan struktur dan kapasitas pasar kerja

di masing-masing daerah. (Harahap et al., 2022) menyatakan bahwa pengaruh
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pendidikan terhadap penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan

perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif.

Sementara itu, (Mahfuza et al., 2021) menegaskan bahwa kemiskinan regional

merupakan hasil dari berbagai faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan,

termasuk kualitas sumber daya manusia dan kondisi ketenagakerjaan. Oleh karena

itu,

analisis kemiskinan perlu mempertimbangkan peran HLS dan TPT secara

bersama-sama agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai dinamika kemiskinan antarwilayah di Indonesia.

1.2

1.

1.3.

Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor
pertanian terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat
kemiskinan tertinggi
Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap tingkat kemiskinan di
20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja Petani (TKP) terhadap tingkat kemiskinan
di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
Bagaimana Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh terhadap penurunan
tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat
kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi
Variabel manakah yang paling berpengaruh di antara PDRB sektor pertanian,
NTP, Tenaga Kerja Petani (TKP), HLS, dan TPT terhadap tingkat kemiskinan

pada 20 provinsi penelitian tersebut

Tujuan Penelitian
Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor
pertanian terhadap tingkat kemiskinan di 20 provinsi dengan tingkat
kemiskinan tertinggi.
Menganalisis pengaruh Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap tingkat kemiskinan

pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
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Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja Petani (TKP) terhadap tingkat
kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Menganalisis pengaruh Harapan Lama Sekolah (HLS) terhadap tingkat
kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat
kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Mengidentifikasi variabel yang paling dominan memengaruhi tingkat
kemiskinan di antara PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP),
Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan

tertinggi di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dari sisi teoritis

maupun praktis, sebagai berikut::

1.

Manfaat Teoritis: Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai keterkaitan antara PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani
(NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS), serta
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam memengaruhi tingkat
kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khazanah literatur akademik terkait faktor-faktor ekonomi dan sosial yang
berperan dalam pembentukan kemiskinan, khususnya pada wilayah yang
memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi studi selanjutnya
dalam pengembangan model atau kerangka analisis kemiskinan yang lebih
menyeluruh.

Manfaat Praktis: Menjadi masukan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat
maupun daerah, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat
sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan kinerja
sektor pertanian, penguatan daya beli petani, serta perluasan penciptaan
lapangan kerja alternatif.. Memberikan informasi dan wawasan bagi

masyarakat, khususnya para petani, mengenai faktor-faktor yang
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memengaruhi kondisi kemiskinan sehingga dapat mendorong peningkatan
produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga tani. Menjadi referensi bagi
peneliti atau akademisi lain dalam melakukan kajian lanjutan mengenai isu

kemiskinan dan pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan.



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kemiskinan

2.1.1.1. Pengertian dan Jenis Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu atau
rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam
rangka mempertahankan kehidupan yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS)
mendefinisikan kemiskinan sebagai “ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi
pengeluaran” (BPS, 2024a). Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin
apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan
yang ditentukan. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang
atau penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran konsumsi per kapita (per
orang) berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) yang ditetapkan
berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk periode Maret
2025, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan,
atau sekitar, Rp 20.305 per hari (nilai dibagi 30 hari). Artinya, apabila seseorang
secara rata-rata mengeluarkan kurang dari Rp 609.160 per bulan (atau kurang dari
sekitar Rp 20.300 per hari) untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan
makanan maupun bukan makanan maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin
menurut standar nasional BPS (BPS, 2025a). Kondisi tersebut mencerminkan
keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang,
layanan kesehatan, dan tempat tinggal. (Hardinandar, 2019). Salah satu indikator
sosial dan ekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan
pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri. (Deby Oktaviana,

2021). Menurut (Pangiuk, 2018) Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah



satu faktor yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi dalam upaya penanggulangan

kemiskinan.

Sementara itu, World Bank (2022) menjelaskan bahwa “poverty is pronounced
deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low incomes
and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with
dignity” (World Bank, 2025a). Bank Dunia juga menetapkan ukuran kemiskinan
ekstrem secara global, yaitu hidup dengan pengeluaran kurang dari US$2,15 per
orang per hari berdasarkan standar Purchasing Power Parity (PPP) 2017.

1. Kemiskinan Absolut: Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika seseorang
tidak memiliki tingkat pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
dasar kehidupan, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Rowntree (1901)
menyatakan bahwa “absolute poverty exists when incomes fall below the
minimum necessary for subsistence” (Rowntree, 1901). Dengan kata lain,
ukuran kemiskinan absolut ditentukan oleh garis kebutuhan minimum untuk
mempertahankan hidup.

2. Kemiskinan Relatif: Kemiskinan relatif menggambarkan kondisi ketika individu
telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun masih dikategorikan miskin
karena tingkat kesejahteraannya berada jauh di bawah rata-rata masyarakat di
sekitarnya. (Townsend, 1982) menjelaskan bahwa “individuals can be said to be
in poverty when they lack the resources to obtain the type of diet, participate in
the activities, and have the living conditions which are customary in the society
to which they belong” (Townsend, 1982) Artinya, kemiskinan relatif lebih
menekankan pada keterbatasan dalam partisipasi sosial akibat perbedaan standar
hidup.

3. Kemiskinan Struktural: Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan
yang muncul sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur
sosial, ekonomi, maupun politik. Gunnar Myrdal (1971) berpendapat bahwa
“poverty in developing countries is not merely the result of individual
deficiencies but a consequence of structural inequalities in society” (MYRDAL,
1971). Dengan demikian, kondisi kemiskinan ini tidak semata-mata disebabkan

oleh faktor individu, tetapi lebih merupakan akibat dari sistem yang belum
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mampu menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok
masyarakat.

4. Kemiskinan Kultural: Kemiskinan kultural terjadi karena adanya nilai, budaya,
dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga melanggengkan
kemiskinan. Oscar Lewis (1960) memperkenalkan konsep culture of poverty dan
menyatakan bahwa “the culture of poverty perpetuates itself, passing from
generation to generation along family lines” (O. Lewis, 1966) Artinya,
kemiskinan ini terbentuk karena sikap pasrah, rendahnya motivasi, serta enggan
berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup.

5. Kemiskinan Alamiah: Kemiskinan kemiskinan alamiah terjadi akibat
keterbatasan sumber daya alam serta kondisi geografis yang kurang mendukung
aktivitas dan produktivitas ekonomi. Suharto (2009) menjelaskan bahwa
“kemiskinan alamiah terjadi di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber
daya, seperti tanah yang tandus, kondisi iklim ekstrem, atau lokasi geografis
yvang terisolasi” (Suharto, 2009). Oleh karena itu, kemiskinan ini lebih
dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan faktor sosial-ekonomi.
tusional

6. Kemiskinan Situsional (Temporer): Kemiskinan situasional adalah kemiskinan
yang dialami seseorang atau kelompok masyarakat karena adanya guncangan
tertentu seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi. Todaro dan Smith
(2000) menyebut bahwa “situational poverty arises from temporary adverse
events such as natural disasters, economic crisis, or sudden unemployment”
(Todaro & Smith, 2015). Dengan demikian, kemiskinan situasional bersifat

sementara dan dapat pulih apabila kondisi sosial-ekonomi kembali stabil.

2.1.1.2. Teori Kemiskinan

a. Teori Dualisme Ekonomi

Lewis (1954) Menjelaskan bahwa perekonomian di negara berkembang memiliki
struktur yang terbagi ke dalam dua sektor utama, yaitu sektor tradisional dan sektor
modern. Sektor tradisional umumnya ditandai oleh tingkat produktivitas yang
rendah, kelebihan pasokan tenaga kerja, serta upah yang relatif kecil, sedangkan

sektor modern memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi serta upah yang



18

relatif lebih besar baik. Dominasi tenaga kerja pada sektor tradisional dengan
produktivitas rendah menyebabkan pendapatan masyarakat sulit meningkat,
sehingga kemiskinan tetap bertahan meskipun sebagian besar penduduk telah

bekerja. (W. A. Lewis, 1954).

b. Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory)

Menurut International Labour Organization (ILO, 1976), Kemiskinan dapat
dipahami sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan
kesehatan. Terbatasnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut
mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun individu
atau rumah tangga telah memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak
hanya berkaitan dengan ketiadaan pekerjaan, tetapi juga erat hubungannya dengan

kualitas pendapatan serta akses terhadap layanan dasar. (Organization, 1976).

2.1.1.3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan tidak semata-mata dipandang sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi
juga sebagai kondisi multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang
bersifat struktural maupun non-struktural. Bourguignon, (2003) menyatakan bahwa
kemiskinan mencakup keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, serta akses
terhadap sumber daya. Melalui pendekatan (Sen, 1999) menekankan bahwa
kemiskinan muncul akibat keterbatasan kemampuan individu dalam mencapai
kesejahteraan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dinilai dari aspek
ekonomi semata, tetapi juga dari ketidakmampuan individu dalam menjalankan
fungsi kehidupan yang layak. Badan Pusat Statistik (2024) menambahkan bahwa
penyebab kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan rendahnya kualitas
pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, keterbatasan kepemilikan aset, dan akses
yang tidak merata terhadap infrastruktur. Pandangan tersebut sejalan dengan (World
Bank, 2022) yang menegaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya
produktivitas tenaga kerja, ketimpangan dalam distribusi aset, terbatasnya peluang

ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan sosial.
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Selain itu, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi
juga berkontribusi signifikan terhadap tingginya kemiskinan. menyebutkan bahwa
kemiskinan kronis dipengaruhi oleh usia, status pekerjaan, tingkat pendidikan,
ukuran rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar (Sugiharti et
al., 2022). (Wang et al., 2023) menekankan pentingnya modal sosial, di mana
jaringan sosial dan rasa saling percaya dapat mengurangi risiko kemiskinan,
sementara ketergantungan pada pendapatan pertanian justru memperbesar

kerentanan ekonomi.

2.1.1.4. Metode Perhitungan Garis Kemiskinan Makanan

Penentuan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan tahap pertama dalam
penghitungan garis kemiskinan. GKM dihitung berdasarkan nilai kebutuhan
minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Standar
ini ditetapkan dengan mengacu pada pola konsumsi penduduk referensi yang
diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik. Dalam proses perhitungannya, terlebih dahulu
ditentukan komoditas makanan utama yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti
beras, telur, ikan, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya
dihitung jumlah konsumsi masing-masing komoditas yang setara dengan kebutuhan
energi 2.100 kilokalori per hari, kemudian dikalikan dengan harga rata-rata
komoditas tersebut di masing-masing wilayah. Secara sederhana, Garis Kemiskinan
Makanan dapat dirumuskan sebagai penjumlahan dari hasil perkalian antara jumlah
konsumsi setiap komoditas dengan harga rata-ratanya.

GKM = Y(Jumlah konsumsi x Harga)

2.1.1.5. Metode Perhitungan Kemiskinan Non — Makanan

Setelah menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM), tahap berikutnya adalah
menentukan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKNM mencerminkan
kebutuhan dasar selain makanan yang diperlukan untuk mempertahankan
kehidupan yang layak. Komponen ini meliputi kebutuhan perumahan, sandang,
pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan dasar lainnya yang umum

dikonsumsi masyarakat. Penentuan GKNM dilakukan dengan menghitung rata-rata
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pengeluaran non-makanan dari kelompok penduduk referensi yang tingkat
konsumsinya berada di sekitar garis kemiskinan. Data tersebut diperoleh dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
Secara konseptual, GKNM dihitung sebagai penjumlahan nilai pengeluaran
minimum untuk berbagai komoditas dan layanan non-makanan yang dianggap
esensial. Dengan demikian, total garis kemiskinan diperoleh dari penjumlahan
antara Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan, yang
secara matematis dirumuskan sebagai:
GK = GKM + GKMN

Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per
bulan berada di bawah nilai garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Karena
mempertimbangkan perbedaan harga dan pola konsumsi antarwilayah, nilai garis
kemiskinan dapat berbeda pada setiap provinsi maupun antara wilayah perkotaan

dan perdesaan.

2.1.1.6. Metode Perhitungan Kemiskinan

Komponen pertama dalam pengukuran kemiskinan adalah Garis Kemiskinan
Makanan (GKM), yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan energi minimum sebesar
2.100 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi melalui
rata-rata konsumsi 52 jenis komoditas pangan yang dianggap esensial bagi
penduduk miskin. Komponen selanjutnya adalah Garis Kemiskinan Non-Makanan
(GKNM), yang mencakup kebutuhan dasar di luar pangan, seperti perumahan,
pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi dasar. Penjumlahan antara GKM
dan GKNM selanjutnya digunakan untuk menentukan Garis Kemiskinan (GK).
Perhitungan Kemiskinan oleh BPS (Garis Kemiskinan Nasional)

GK = GKM + GKNM

Keterangan:

GK: Garis Kemiskinan

GKM: Garis Kemiskinan Makanan
GKNM: Garis Kemiskinan Non — Makanan

Seseorang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin apabila tingkat pengeluaran

per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan
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berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk periode Maret
2025, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan,
atau sekitar, Rp 20.305 per hari (nilai dibagi 30 hari). Artinya, apabila seseorang
secara rata-rata mengeluarkan kurang dari Rp 609.160 per bulan (atau kurang dari
sekitar Rp 20.300 per hari) untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan
makanan maupun bukan makanan maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin
menurut standar nasional BPS (BPS, 2025a). Selain itu, Badan Pusat Statistik juga
menerapkan tiga indikator turunan untuk memberikan gambaran yang lebih
menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan. Indikator tersebut meliputi Headcount
Index (Po) yang menunjukkan persentase penduduk miskin, Poverty Gap Index (P1)
yang mencerminkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan, serta Poverty Severity Index (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan

di antara kelompok penduduk miskin itu sendiri (Badan Pusat Statistik, 2024).

2.1.1.7. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan
tingkat, kedalaman, dan tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah.
Indikator ini penting agar analisis kemiskinan tidak hanya sebatas jumlah penduduk
miskin, tetapi juga mencakup kondisi kesejahteraan relatif dari kelompok
masyarakat miskin tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), terdapat tiga
indikator utama kemiskinan. Pertama, Headcount Index (Po) yaitu persentase
penduduk miskin, dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang berada
di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Kedua, Poverty Gap Index (P:)
yang mengukur kedalaman kemiskinan, yaitu rata-rata kesenjangan antara
pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Ketiga, Poverty Severity Index
(P2) digunakan untuk menilai tingkat keparahan kemiskinan dengan
mempertimbangkan derajat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,
di mana nilai indeks yang semakin besar menunjukkan semakin tingginya

ketimpangan pengeluaran dalam kelompok penduduk miskin.(BPS, 2024a).

Sejalan dengan pandangan tersebut, World Bank (2022) menegaskan pentingnya
penggunaan indikator kemiskinan multidimensi yang tidak hanya didasarkan pada

pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, layanan
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kesehatan, air bersih, serta berbagai pelayanan dasar lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa pengukuran kemiskinan seharusnya tidak terbatas pada aspek ekonomi
semata, melainkan juga memperhatikan bentuk-bentuk deprivasi sosial yang
dialami masyarakat. Oleh karena itu, indikator kemiskinan memiliki peran strategis
sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

(World Bank, 2022).

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

2.1.2.1. Definisi dan Jenis Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting
dalam analisis ekonomi wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024b).
PDRB didefinisikan sebagai “jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh
sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun atau
triwulan, yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan” (BPS,
2024). Definisi ini menegaskan bahwa PDRB merupakan gambaran kinerja
ekonomi suatu daerah dan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan

pembangunan.

Ada Tiga Jenis Produk Domestik Bruto

1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): PDRB ADHB
adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang
berlaku pada tahun berjalan. Jenis ini mencerminkan nilai nominal ekonomi
suatu daerah dan berguna untuk melihat kontribusi sektoral serta
membandingkan ukuran ekonomi antarwilayah. Namun, indikator ini belum
mencerminkan pertumbuhan riil karena masih terpengaruh inflasi (Sukirno,
2016).

2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): DRB ADHK
dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Tujuannya
adalah menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga dapat
menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil. Todaro dan Smith (2020)
menegaskan bahwa harga konstan memungkinkan analisis terhadap
perkembangan volume produksi barang dan jasa secara murni, sehingga lebih

akurat untuk menilai pertumbuhan ekonomi.
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3. Produk Domestik Bruto Per Kapita: PDRB per kapita diperoleh dengan
membagi total PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Indikator ini
menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk dan sering dipakai sebagai ukuran
tingkat kesejahteraan. Menurut Sukirno (2016), semakin tinggi PDRB per kapita
maka semakin baik tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun pemerataan

pendapatan tetap perlu diperhatikan (Sukirno, 2016).

2.1.2.2. Metode Perhitungan Produk Regional Domestik Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui tiga pendekatan
utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan
pendapatan.
1. Pendekatan Produksi
Pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah bruto dari
seluruh lapangan usaha dalam suatu wilayah. Nilai tambah diperoleh dari selisih
antara nilai output dengan biaya antara (intermediate cost). Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS, 2023), pendekatan produksi merupakan metode yang paling
sering digunakan karena mampu menggambarkan kontribusi masing-masing
sektor ekonomi terhadap total PDRB(BPS, 2024b).
PDRB = )(Output — Biaya\; Antara)

Keterangan:
Output : Nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor
Biaya Antara :Biaya input yang digunakan dalam proses produksi

Selisihnya disebut Nilai Tambag Bruto (NTB), dan penjumlahan seluruh NTB
sektor: PDRB

2. Pendekatan Pengeluaran
Pendekatan pengeluaran menghitung PDRB dari sisi permintaan akhir, yaitu
jumlah total pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,
pembentukan modal tetap bruto, perubahan persediaan, serta ekspor neto yang
merupakan selisih antara ekspor dan impor. Todaro dan Smith (2020)

menjelaskan bahwa metode ini berguna untuk melihat pola konsumsi, investasi,



24

dan perdagangan suatu daerah sehingga dapat dianalisis keseimbangan
permintaan agregat.
PDRB =C+ 1+ G+ (X — M)
Keterangan:
C (Consumption) : Komsumsi rumah tangga dan Lembaga non-profit
I (Investment) : Pembentukan model tetap bruto + perubahan inventori
G (Government) : Pengeluaran pemerintah

X — M (Net Export): Ekspor barang/ jasa dikurangi impor

3. Pendekatan Pendapatan
Metode ini menghitung PDRB dari sisi distribusi pendapatan yang diterima oleh
faktor-faktor produksi, seperti upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, serta
pajak tidak langsung neto. Sukirno (2016) menekankan bahwa pendekatan
pendapatan berguna untuk mengetahui bagaimana distribusi pendapatan dari
aktivitas ekonomi tersebar kepada masyarakat.
PDRB = Upah\; dan\; Gaji + Surplus\; Usaha + Penyusutan
+ Pajak\; Tidak\; Langsung\; Neto

Keterangan:
Upah dan Gaji : Kompensasi Tenaga Kerja
Surplus Usaha : Keuntungan pemilik modal dan usaha
Penyusutan : Depresiasi barang modal
Pajak Tidak Langsung Neto : Pajak atas produk dan produksi dikurangi

subsidi

2.1.2.3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam
menganalisis kondisi dan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut BPS (2024),
PDRB tidak hanya digunakan untuk mengukur besarnya nilai tambah yang
dihasilkan suatu wilayah, tetapi juga sebagai dasar untuk menghitung berbagai
indikator turunan yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas

ekonomi daerah.
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1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi diukur dari Ilaju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Indikator ini
menggambarkan perubahan riil output ekonomi tanpa dipengaruhi inflasi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas
produksi suatu daerah (BPS, 2024b).

2. Kontribusi atau Struktur Ekonomi: Struktur ekonomi menunjukkan peranan
masing-masing sektor dalam membentuk total PDRB. Indikator ini dihitung
dengan cara membandingkan nilai tambah bruto suatu lapangan usaha terhadap
total PDRB. Analisis struktur ekonomi penting untuk mengetahui sektor
dominan yang menopang perekonomian daerah (Tambunan, 2001).

3. PDRB per kapita: PDRB per kapita diperoleh dari pembagian total PDRB
dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan rata-
rata output atau pendapatan per penduduk. Meskipun bukan ukuran langsung
kesejahteraan, indikator ini banyak digunakan untuk melihat tingkat
kemakmuran masyarakat (Jannah, M., & Setiawan, 2021)

4. Pendapatan Regional Rill per Kapita: Indikator ini merupakan turunan dari
PDRB per kapita atas dasar harga konstan, sehingga lebih mencerminkan daya
beli masyarakat dibandingkan PDRB per kapita atas harga berlaku (ADHB).
Indikator ini penting dalam mengukur kemajuan pembangunan yang

sesungguhnya (Kuncoro, 2003).

2.1.3. Nilai Tukar Petani

2.1.3.1. Pengertian dan Jenis Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani yang
banyak digunakan dalam analisis pembangunan pertanian. Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS, 2022), NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima
petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), kemudian dikalikan 100.
Dengan kata lain, NTP mengukur daya tukar hasil produksi pertanian yang dijual
petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga
maupun biaya produksi pertanian. NTP digunakan sebagai indikator sederhana
untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani. Jika nilai NTP lebih dari 100,

berarti petani mengalami surplus karena harga hasil pertanian yang diterima lebih
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besar dibandingkan harga barang dan jasa yang dibeli. Sebaliknya, jika NTP kurang
dari 100, menunjukkan bahwa petani mengalami defisit atau penurunan
kesejahteraan (MUBYARTO, 1989). Selain itu, NTP tidak hanya mencerminkan
kondisi ekonomi rumah tangga petani, tetapi juga menjadi indikator makro dalam
menilai kinerja pembangunan sektor pertanian di suatu wilayah. Oleh karena itu,
pemerintah menjadikan NTP sebagai salah satu ukuran keberhasilan program
pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani (S Wahyuni, 2020).
Menurut BPS (2023), NTP tidak hanya dihitung secara umum untuk seluruh petani,
tetapi juga dibedakan menurut subsektor pertanian. Hal ini dilakukan karena
struktur produksi, konsumsi, dan pola pengeluaran petani berbeda-beda antar
subsektor. Jenis-jenis NTP tersebut adalah:

1. NTP Tanaman Pangan (NTPP): NTP subsektor ini mencakup petani yang
mengusahakan tanaman bahan makanan pokok, seperti padi dan palawija. NTPP
sangat dipengaruhi oleh harga gabah di tingkat petani, harga pupuk, serta barang
konsumsi rumah tangga.

2. NTP Hortikultura (NTPH): NTP subsektor hortikultura meliputi petani sayuran,
buah-buahan, dan tanaman hias. Fluktuasi harga pada subsektor ini cenderung lebih
tinggi dibandingkan tanaman pangan karena sangat dipengaruhi musim, distribusi,
dan permintaan pasar.

3. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR): Subjeknya adalah petani yang
mengusahakan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan
kelapa. Perubahan harga komoditas perkebunan internasional sangat memengaruhi
NTPR.

4. NTP Peternakan (NTPT): NTP subsektor peternakan mencakup petani yang
bergerak di bidang ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba), serta
unggas. Faktor penentu utamanya adalah harga pakan, bibit, serta harga jual ternak
dan produk olahannya (daging, telur, susu).

5. NTP Perikanan (NTPI) Dibedakan lagi menjadi dua: NTP Perikanan Tangkap
mencakup nelayan yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut atau
perairan darat. Dan NTP Perikanan Budidaya mencakup pembudidaya ikan, udang,

rumput laut, dan biota perairan lainnya.
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2.1.3.2. Indikator Nilai Tukar Petani

1. Indeks Harga yang Diterima Petani (It): Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
merupakan ukuran yang menunjukkan perkembangan harga berbagai
komoditas pertanian yang dijual oleh petani. Indeks ini mencerminkan
pendapatan petani dari hasil produksi yang diusahakan. Kenaikan It
menandakan adanya peningkatan harga jual produk pertanian, sehingga
berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, penurunan It
mencerminkan melemahnya harga jual hasil produksi petani di pasar (BPS,
2022).

2. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib): Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
menggambarkan besarnya pengeluaran yang harus ditanggung petani untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi. Komponen ini
meliputi biaya konsumsi rumah tangga (non-produksi) dan biaya usaha tani
(produksi). Peningkatan Ib menunjukkan adanya tekanan biaya terhadap
petani, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, yang dapat mengurangi daya
beli mereka (S Wahyuni, 2020)

3. Nilai Tukar Petani (NTP): NTP sendiri merupakan indikator kesejahteraan
petani yang dihitung melalui perbandingan antara It dan Ib. Jika nilai NTP lebih
dari 100, artinya petani memiliki surplus karena pendapatan dari hasil produksi
lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi dan biaya produksi.
Sebaliknya, jika NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit,
sehingga kesejahteraan mereka menurun (MUBYARTO, 1989)

2.1.4. Tenaga Kerja Petani

2.1.4.1 Pengertian dan Jenis Tenaga Kerja Petani

Tenaga kerja petani merupakan bagian dari angkatan kerja yang bekerja pada sektor
pertanian, baik sebagai petani pemilik, penggarap, buruh tani, maupun pekerja
keluarga tanpa upah. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023c) mendefinisikan tenaga
kerja pertanian sebagai individu yang bekerja pada bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan perkebunan, baik dalam kegiatan produksi utama maupun kegiatan
pendukung. Menurut Todaro dan Smith (2015), tenaga kerja pertanian adalah

kelompok pekerja yang menyumbangkan tenaga fisik maupun non-fisik dalam
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proses produksi pangan dan komoditas pertanian, yang perannya sangat penting

dalam menjamin ketahanan pangan serta sebagai penopang pembangunan pedesaan

(Todaro & Smith, 2015). Sementara itu, bahwa tenaga kerja petani tidak hanya

mencakup mereka yang mengelola lahan secara langsung, tetapi juga termasuk

buruh tani musiman yang keberadaannya bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan

produksi, seperti masa tanam atau panen (Arsyad, 2015). Hal ini menunjukkan

bahwa tenaga kerja pertanian memiliki karakteristik unik dibandingkan sektor lain

karena erat kaitannya dengan siklus produksi dan ketergantungan pada kondisi

alam. Tenaga kerja petani dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan

status dan sifat pekerjaannya.

1.

Petani pemilik lahan: yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian dan
mengelolanya sendiri untuk kepentingan produksi. Kelompok ini umumnya
memiliki akses lebih besar terhadap faktor produksi, meskipun luas lahan yang
dikelola sering kali relatif kecil di negara berkembang, termasuk Indonesia

(Arsyad, 2015).

. Petani penggarap: yaitu tenaga kerja pertanian yang tidak memiliki lahan tetapi

mengelola lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Petani
penggarap memiliki posisi yang rentan terhadap ketidakpastian hasil panen dan

harga, karena keterbatasan aset produktif (Soekartawi, 2007)

. Buruh tani: yaitu tenaga kerja yang bekerja pada pemilik atau penggarap lahan

dengan menerima upah, baik berupa uang maupun hasil panen. Buruh tani dapat
dibedakan lagi menjadi buruh tani tetap yang bekerja secara terus-menerus pada
satu pemilik lahan, dan buruh tani musiman yang hanya bekerja pada periode

tertentu seperti masa tanam atau panen (Sajogyo, 1989).

. Tenaga kerja keluarga tanpa upah: yaitu anggota keluarga yang membantu dalam

kegiatan pertanian tanpa menerima imbalan langsung. Menekankan bahwa
kelompok ini sering kali luput dari perhitungan formal tenaga kerja, padahal
kontribusinya cukup besar dalam keberlangsungan usaha tani rumah tangga

(Todaro & Smith, 2015).
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2.1.4.2. Indikator Tenaga Kerja Petani

Indikator tenaga kerja petani dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan

kondisi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang berkaitan dengan tingkat

kemiskinan di Indonesia. Terdapat 4 Indikator Tenaga Kerja Petani yaitu:

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Petani: Sektor pertanian masih berperan
sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat
Statistik (2023) menunjukkan bahwa pada Februari 2023 sekitar 28 persen
tenaga kerja nasional terserap di sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) cenderung menurun, sektor ini tetap menjadi sumber penghidupan utama
bagi sebagian besar penduduk berpendapatan rendah. Dengan demikian,
dinamika ketenagakerjaan di sektor pertanian memiliki peranan penting dalam
menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antarwilayah di Indonesia. (BPS,
2023c¢).

2. Status Pekerjaan: Status pekerjaan merupakan indikator penting dalam
menggambarkan kondisi tenaga kerja petani. Soekartawi (2007) menjelaskan
bahwa status petani dapat berupa pemilik lahan, penggarap, buruh tani tetap,
maupun buruh tani musiman. Perbedaan status pekerjaan tersebut berimplikasi
langsung terhadap tingkat pendapatan, kepastian kerja, dan risiko kemiskinan.
Tenaga kerja dengan status buruh tani musiman, misalnya, cenderung memiliki
pendapatan yang tidak menentu sehingga lebih rentan terhadap kondisi
kemiskinan dibandingkan petani pemilik lahan (Soekartawi, 2007).

3. Pendapatan Tenaga Kerja Petani: Pendapatan tenaga kerja petani sering
dijadikan indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Rendahnya tingkat pendapatan petani menjadi salah satu faktor yang turut
berperan dalam mendorong tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Kondisi
tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya produktivitas, tetapi juga
dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga komoditas pertanian, terbatasnya akses
terhadap pasar, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi.
(Sajogyo, 1989).

4. Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga kerja petani diukur dari

perbandingan antara output pertanian yang dihasilkan dengan jumlah tenaga
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kerja atau jam kerja yang digunakan. Produktivitas pertanian di Indonesia masih
relatif rendah, antara lain akibat keterbatasan penggunaan teknologi, minimnya
akses modal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya
produktivitas ini berdampak langsung pada rendahnya pendapatan dan
memperbesar risiko kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas
menjadi salah satu kunci dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan (Arsyad,
2015).

5. Jam Kerja dan Pola Kerja: Tenaga kerja petani umumnya memiliki jam kerja
yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh musim tanam dan panen. Sifat
pekerjaan yang musiman menyebabkan pendapatan rumah tangga petani bersifat
fluktuatif. Untuk menjaga kestabilan pendapatan, sebagian tenaga kerja
pertanian melakukan diversifikasi pekerjaan di luar sektor pertanian. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sektor pertanian sering kali belum mampu menyediakan
kesempatan kerja yang berkelanjutan dan berpenghasilan layak, sehingga
berkontribusi terhadap kerentanan kemiskinan (Todaro & Smith, 2015).

6. Akses Terhadap Faktor Produksi dan Pelatihan: Akses terhadap faktor produksi
seperti lahan, modal, teknologi, serta pelatihan kerja merupakan indikator
penting dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja pertanian. Chambers (1983)
menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap faktor produksi akan
menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Tanpa
dukungan akses yang memadai, tenaga kerja pertanian sulit keluar dari kondisi
berpendapatan rendah. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap faktor
produksi dan pelatihan menjadi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan

secara berkelanjutan. (Chambers, 1983)

2.1.5. Harapan Lama Sekolah

2.1.5.1 Pengertian Harapan lama sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator penting dalam
bidang pendidikan yang menggambarkan potensi lama pendidikan formal yang
dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS, 2023b), HLS didefinisikan sebagai rata-rata lama tahun sekolah yang

diharapkan akan dijalani oleh anak berusia tujuh tahun ke depan dengan asumsi
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bahwa pola partisipasi sekolah pada saat ini tetap berlaku. Indikator ini tidak
mengukur pencapaian pendidikan aktual, melainkan lebih pada harapan atau
potensi pendidikan yang bisa dicapai oleh generasi mendatang. HLS merupakan
salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
merefleksikan akses masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, HLS
digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah menyediakan
kesempatan pendidikan bagi warganya, serta menjadi instrumen untuk memantau
ketimpangan pendidikan antarwilayah maupun antar kelompok sosial
(Development, 2022).

2.1.5.2. Perhitungan Harapan Lama Sekolah

[ Anak Usia 7 Tahun ]

v

[ Peluang masuk SMP (13 — 15 Tahun) ]

v

[ Peluang masuk SD (7 — 12 Tahun) ]

v

[ Peluang masuk SMA (16 — 18 Tahun) ]

A

[ Peluang masuk Perguruan Tinggi (19 — 22 Tahun) ]

Sumber: BPS (2023)
Gambar 2. 1. Perhitungan Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata
lama tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak sejak usia
7 tahun pada kondisi yang berlaku saat ini. Perhitungan HLS dimulai dari asumsi
seorang anak berusia 7 tahun yang memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan
hingga usia 22 tahun. Pada tahap awal, peluang bersekolah dihitung berdasarkan
tingkat partisipasi sekolah pendidikan pada seluruh jenjang, mulai dari sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga pendidikan
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tinggi. Selanjutnya, peluang-peluang tersebut dijumlahkan untuk menggambarkan
akumulasi harapan lama sekolah yang dapat ditempuh. Misalnya, jika seorang anak
memiliki probabilitas penuh untuk menyelesaikan pendidikan dasar (6 tahun),
sebagian peluang untuk melanjutkan ke SMP (3 tahun), dan sebagian lagi untuk
SMA serta perguruan tinggi, maka keseluruhan jumlah tahun tersebut membentuk
angka HLS. Oleh karena itu, HLS menjadi indikator penting dalam menilai kualitas
pembangunan sumber daya manusia, karena semakin tinggi nilai HLS
menunjukkan semakin baik akses serta kesempatan pendidikan yang tersedia bagi

masyarakat (BPS, 2023b).

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dengan menjumlahkan peluang bersekolah
yang dimiliki oleh anak pada setiap usia, mulai dari usia 7 tahun hingga 22 tahun.
Secara matematis, HLS dirumuskan sebagai:

HLS = ) _(x = a0)"ali

x/P_x
Keterangan:

a0: usia awal perhitungan, yaitu 7 tahun

al: usia akhir perhitungan, yaitu 22 tahun

Ex: jumlah penduduk usia x yang masih bersekolah,

Px: jumlah penduduk usia x

Ex/Px: merupakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia x

Dengan demikian, nilai HLS diperoleh dari penjumlahan seluruh rasio partisipasi
sekolah pada setiap usia dalam rentang 7 hingga 22 tahun.
Apabila data APS hanya tersedia menurut kelompok umur atau jenjang pendidikan,
maka perhitungan HLS dapat dilakukan dengan pendekatan:

HLS =Y_1( [APS] _1XD_1)
Keterangan:
APS1 :adalah rata-rata angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan 11
Dl : adalah durasi atau lama pendidikan pada jenjang tersebut (SD = 6 tahun,

SMP = 3 tahun, SMA = 3 tahun, Perguruan Tinggi = +4 tahun).

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, HLS mencerminkan jumlah
tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak berdasarkan pola

partisipasi sekolah yang berlaku saat ini.
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2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.6.1. Pengertian dan Jenis Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan

persentase penduduk yang belum bekerja terhadap total angkatan kerja. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023b) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai

penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang mencari

pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak
memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, TPT
mencerminkan besarnya proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam
aktivitas ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pengangguran
terbuka sering digunakan sebagai indikator makro untuk menilai kondisi pasar
tenaga kerja, karena angka tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara
penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat

TPT, semakin besar tantangan pembangunan dalam menyediakan kesempatan kerja

yang layak.

Ada 4 jenis pengangguran terbuka menurut Todaro dan Smith (2015) dan Sukirno

(2016) diantara nya:

1. Pengangguran Friksional: Pengangguran friksional adalah pengangguran yang
terjadi sementara waktu ketika seseorang berada dalam proses transisi dari satu
pekerjaan ke pekerjaan lain atau ketika lulusan baru memasuki pasar kerja dan
masth mencari pekerjaan yang sesuai. Todaro dan Smith (2015) menyebutkan
bahwa jenis pengangguran ini merupakan bagian alami dari dinamika pasar
tenaga kerja, karena selalu ada individu yang berpindah kerja atau mencari
pekerjaan baru.

2. Pengangguran Struktural: Adalah Pengangguran struktural timbul akibat adanya
ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan yang
ada di pasar kerja. Hal ini sering terjadi karena perubahan teknologi, pergeseran
struktur ekonomi, atau modernisasi industri. Menurut Todaro dan Smith (2015),
pengangguran struktural menjadi masalah serius di negara berkembang karena
tenaga kerja yang tersedia sering kali tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan

lapangan kerja baru yang tercipta.
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3. Pengangguran Siklis: Pengangguran siklis (cyclical unemployment) terjadi
karena adanya penurunan permintaan tenaga kerja yang disebabkan oleh
fluktuasi dalam siklus ekonomi. Saat terjadi resesi, produksi menurun, sehingga
perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, ketika ekonomi pulih,
permintaan tenaga kerja kembali meningkat. Todaro dan Smith (2015)
menekankan bahwa jenis pengangguran ini erat kaitannya dengan stabilitas
ekonomi makro suatu negara.

4. Pengangguran Musiman: Pengangguran musiman adalah pengangguran yang
terjadi pada sektor-sektor tertentu yang kegiatan kerjanya dipengaruhi oleh
musim atau periode tertentu. Misalnya, buruh tani yang hanya bekerja pada masa
tanam dan panen, atau pekerja sektor pariwisata yang hanya terserap pada musim
liburan. Pengangguran musiman umum terjadi di negara berkembang yang
masih memiliki ketergantungan besar terhadap sektor pertanian dan pekerjaan

informal berbasis waktu tertentu (Sukirno, 2016).

2.6.1.2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak hanya menggambarkan persentase

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, tetapi juga memiliki sejumlah

indikator turunan yang dapat digunakan untuk memahami kondisi ketenagakerjaan
secara lebih komprehensif. Indikator-indikator tersebut mencakup ukuran
mengenai jumlah pengangguran, jumlah angkatan kerja, serta hubungan antara
pekerja dan pengangguran terhadap penduduk usia kerja. Selain itu, analisis TPT
juga dapat diperluas berdasarkan karakteristik demografis tertentu, seperti usia,
pendidikan, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal. Dengan adanya indikator-
indikator ini, TPT tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik semata, tetapi juga
sebagai alat analisis yang membantu pemerintah dan peneliti dalam merumuskan

kebijakan ketenagakerjaan (Sukirno, 2016)

1. Jumlah Pengangguran: adalah Jumlah pengangguran adalah penduduk usia
kerja yang tidak sedang bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Mereka
termasuk dalam kategori angkatan kerja, karena masih memiliki keinginan dan
usaha untuk memperoleh pekerjaan, meskipun belum terserap dalam kegiatan

ekonomi produktif (BPS, 2023Db).
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Jumlah Angkatan Kerja: Angkatan kerja mencakup seluruh penduduk usia
kerja yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian,
jumlah angkatan kerja menjadi komponen penting dalam menghitung TPT
karena menunjukkan total tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja (BPS,
2023b).

Rumus TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dengan menggunakan
rumus berikut:

TPT = (Jumlah Penganggur)/(Jumlah Angkatan Kerja ) x 100%
Rumus ini menggambarkan proporsi pengangguran terhadap total Angkatan
kerja. Semakin besar hasil perhitungan TPT, semakin tinggi proporsi penduduk
usia kerja yang tidak terserap dalam lapangan (BPS, 2023b).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): TPAK merupakan persentase
penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja, baik mereka
yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi dapat
menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang besar. Namun, apabila
peningkatan TPAK tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan
yang memadai, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya TPT
(BPS, 20234d).

Rasio Pekerja terhadap Angkatan Kerja: Indikator ini menunjukkan seberapa
besar proporsi angkatan kerja yang benar-benar terserap dalam lapangan
pekerjaan. Apabila rasio pekerja terhadap angkatan kerja rendah, hal itu berarti
semakin banyak tenaga kerja yang tidak bekerja, sehingga tingkat
pengangguran terbuka cenderung meningkat (Todaro & Smith, 2015)

Rasio Penganggur terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK): Rasio ini
memperlihatkan perbandingan jumlah penganggur terhadap keseluruhan
penduduk usia kerja, bukan hanya terhadap angkatan kerja. Dengan demikian,
indikator ini memberi gambaran lebih luas tentang beban pengangguran dalam
populasi usia kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin
besar tantangan dalam penyediaan lapangan pekerjaan (Sukirno, 2016).

TPT Menurut Karakteristik Demografis: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
dapat dianalisis berdasarkan karakteristik demografis. Berdasarkan usia, TPT

cenderung lebih tinggi pada kelompok usia muda (15-24 tahun) karena masih
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dalam tahap memasuki pasar kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan
menengah atas (SMA/SMK) umumnya menghadapi TPT yang lebih tinggi
dibandingkan lulusan pendidikan rendah, yang mencerminkan ketidaksesuaian
keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, terdapat perbedaan TPT
berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal. TPT di wilayah
perkotaan cenderung lebih tinggi seiring dengan besarnya jumlah pencari kerja
dan keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan
bahwa pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor yang berperan
dalam memengaruhi tingkat kemiskinan melalui keterbatasan kesempatan
memperoleh pendapatan (BPS, 2023d).
2.6.1.3 Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

[ Penduduk Usia Kerja (>15 tahun) J

v

Angkatan Kerja
(Bekerja + Pengangguran)

=

/

Rumus TPT:
(Jumlah Pengangguran + Angkatan Kerja) x 100%

Sumber: BPS (2024)
Gambar 2. 2. Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung dengan menggunakan data dari

penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia
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kerja selanjutnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja
dan mereka yang termasuk dalam kategori pengangguran, sedangkan bukan
angkatan kerja mencakup pelajar, ibu rumah tangga, serta individu yang tidak
mencari pekerjaan. Selanjutnya, TPT diperoleh dengan membandingkan jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja secara keseluruhan, lalu dikalikan
100 persen. Dengan demikian, TPT memberikan gambaran mengenai proporsi
pengangguran di dalam angkatan kerja, sehingga menjadi salah satu indikator
penting untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan efektivitas pembangunan
ekonomi suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase
jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk
menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja, khususnya untuk mengetahui seberapa
besar proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum
memperoleh pekerjaan. “Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja”. (BPS, 2023d)
Dengan Rumus TPT:

TPT = (Jumlah Pengangguran)/(Jumlah Angkatan Kerja ) x 100%
Keterangan:
Jumlah Pengangguran: individu yang belum bekerja namun sedang mencari
pekerjaan, mempersiapkan kegiatan usaha, atau tidak melakukan pencarian kerja
karena merasa tidak memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan.
Jumlah Angkatan Kerja: penduduk usia kerja (=15 tahun) yang bekerja +

pengangguran.

2.2. Kajian Empiris

Tabel 2.1. Penelitian — Penelitian Empiris yang Relevan

No Judul, Metode Analisis .
Penulis, . Kesimpulan
dan Variabel
Tahun
1 Pengaruh Two Stage Least Hasil menunjukkan bahwa
Produktivitas  Square (TSLS) produktivitas pertanian tidak
Pertanian berpengaruh signifikan dalam
terhadap Variabel Terikat: menurunkan kemiskinan. Namun
Tingkat Tingkat Kemiskinan sebaliknya, kemiskinan justru

Kemiskinan berpengaruh terhadap
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Judul, . .
No Penulis, Metode Apalls1s Kesimpulan
dan Variabel
Tahun
di Indonesia Variabel Bebas: produktivitas, menunjukkan
2015-2020 1. Produktivitas adanya kondisi dimana
Pertanian masyarakat miskin bekerja keras
(Farida & 2. belanja dalam sektor pertanian sebagai
Widodo, pemerintah, bentuk survival.
2024)

2 Analisis Two Stage Least Pertumbuhan sektor pertanian
Kemiskinan  Squares berperan besar dalam
dan menurunkan tingkat kemiskinan
Pertumbuhan  Variabel Terikat: di Sumatera Utara. Investasi dan
Sektor 1. Kemiskinan perluasan lahan turut mendorong
Pertanian di 2. PDRB sektor peningkatan kontribusi sektor ini
Provinsi pertanian. terhadap PDRB dan ketahanan
Sumatera ekonomi masyarakat miskin.
Utara, Variabel Bebas:

Indonesia 1. Impor Sektor
Pertanian
(Harahap et 2. Investasi Sektor
al., 2022) Pertanian
3. Luas Lahan
Sektor Pertanian,
4. Ekspor Sektor
Pertanian
5. Indeks
Pembangunan
Manusia

3 Kontribusi Regresi data panel Hasil penelitian menunjukkan
Hasil bahwa kontribusi sektor
Produksi Variabel Terikat: pertanian  dan  peningkatan
Sektor 1. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia
Pertanian, Kemiskinan (IPM) secara signifikan
Kehutanan & menurunkan angka kemiskinan
Perikanan Variabel Bebas: di wilayah Sumatera Selatan.
Dan Ipm 1. Kontribusi Sektor IPM memainkan peran penting
Dalam Pertanian, dalam memediasi akses terhadap
Menurunkan Kehutanan  dan layanan dasar seperti pendidikan
Tingkat Perikanan dan kesehatan.

Kemiskinan 2. Indek

Di Sumatera Pembangunan
Selatan Manusia (IPM)
(Fujiansyah

et al., 2022)
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Judul,

No Penulis, Metode Apalls1s Kesimpulan
dan Variabel
Tahun
4 Pemodelan Regresi  multilevel Berdasarkan hasil dan
Data dengan spline linier pembahasan, diperoleh bahwa
Kemiskinan  truncated faktor yang berpengaruh
di Pulau terhadap PPM di Pulau Sumatera
Sumatera tahun 2021 pada level-1 atau
dengan Variabel Terikat: level kabupaten/kota adalah PPK
Regresi 1. Penduduk dan pada level-2 atau level
Multilevel Miskin provinsi adalah LPP dan LPE.
Spline Linear Faktor-faktor yang berpengaruh
Truncated Variabel Bebas: terhadap PPM di Pulau Sumatera
(Davalaetal.,, 1. Tingkat tahun 2021 ini diharapkan dapat
2024) Penganggruan memberikan pandangan yang
Terbuka lebih  mendalam  mengenai
2. Indeks kondisi sosio-ekonomi di Pulau
Pembangunan Sumatera.
Manusia
3. Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
4. Laju
Pertumbuhan
Penduduk
5 Pengeluaran  Two  Stage Least Hasil  menunjukkan  bahwa
Pemerintah Square. pengeluaran pemerintah
Sektor berpengaruh  positif terhadap
Pertanian, Variabel Terikat: peningkatan produksi pertanian.
Produksi dan 1. Pengeluaran Namun, hanya produktivitas dan
Kemiskinan Pemerintah indikator pendapatan petani yang
Pedesaan di 2. Kemiskinan berpengaruh langsung terhadap
Indonesia Perdesaan penurunan kemiskinan, bukan
pengeluaran itu sendiri.
Variabel Bebas:
(Kharisma, 1. Produksi Petani
2020) 2. Nilai Tukar Petani
3. Kualitas jalan
4. Pupuk Subsidi
5. Alat dan Mesin
Pertanian
6 Analisis Fixed Effect Model =~ Ditemukan bahwa peningkatan
Faktor Yang PDRB sektor pertanian dan
Mempengaru Variabel Terikat: pengangguran justru menaikkan
hi 1. Kemiskinan angka kemiskinan, sedangkan
Kemiskinan peningkatan Nilai Tukar Petani

Pada Sektor
Pertanian Di

Variabel Bebas:

(NTP) dan pendidikan dapat
menurunkannya. Ini
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Judul,

. Metode Analisis .
Penulis, . Kesimpulan
dan Variabel
Tahun
Indonesia 1. PDRB  Sektor mengindikasikan pentingnya
Bagian Barat Pertanian kualitas daripada sekadar
2. Nilai Tukar kuantitas produksi.
(Safira Petani
Maulidina, 3. Tenaga Kerja
Vadilla Mutia Sektor Pertanian
Zahara, 2022) 4. Pendidikan
5. Pengangguran
Pengaruh Deskriptif kuantitatif Hasil riset ini menunjukkan
Indikator dengan terdapat pengaruh NTP terhadap
Pertanian menggunakan kemiskinan sedangkan pekerja
Terhadap analisis regresi linier pertanian dan PDRB Pertanian
Kemiskinan  berganda. tidak memiliki pengaruh
Jawa Tengah terhadap persentase kemiskinan.
Variabel Terikat:
(Triatmo, 1. Penduduk Miskin
2024)
Variabel Bebas:
1. Nilai Tukar Petani
2. Pekerja Pertanian
3. PDRB Pertanian
Analisis Ordinary Least Hasil penelitian menunjukkan
faktor-faktor ~ Square (OLS). bahwa Upah Minimum Provinsi
yang memiliki pengaruh negatif dan
mempengaru  Variabel Terikat: signifikan terhadap kemiskinan,
hi 1. Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia
kemiskinan memiliki pengaruh positif dan
Variabel Bebas: tidak signifikan terhadap
(Priseptian & 1. Upah Minimum kemiskinan, Pertumbuhan
Primandhana, Provinsi Ekonomi memiliki pengaruh
2022) 2. Indeks negatif dan tidak signifikan
Pembangunan terhadap kemiskinan,
Manusia Pengangguran memiliki
3. Pertumbuhan pengaruh positif dan signifikan
Ekonomi terhadap kemiskinan, dan secara
simultan seluruh variabel bebas
mempengaruhi  kemiskinan di
Jawa Timur.
Does industry  Two-Way Fixed Penelitian ini menemukan bahwa
convergence  Effect konvergensi industri pedesaan,
between agri  System GMM (SYS- seperti  integrasi  pertanian
culture GMM) dengan pariwisata, pengolahan,
and related peternakan, dan internet,

sectors Variabel Terikat: berpengaruh signifikan dalam
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Judul,

No Penulis, Metode Apalls1s Kesimpulan
dan Variabel
Tahun
alleviate rural 1. Tingkat menurunkan kemiskinan.
poverty: kemiskinan Mekanismenya terjadi melalui
evidence Perdesaan peningkatan wirausaha (self-
from China employment) dan penyerapan
Variabel Bebas: tenaga kerja pedesaan. Faktor
(Yang et al., 1. Konvergensi pendukung seperti investasi,
2023) pertanian dan pendidikan, pengeluaran
pariwisata pemerintah, dan  keuangan
2. Konvergensi pedesaan juga  memperkuat
pertanian dan pengaruh tersebut. Hasil uji
industri ketahanan dengan SYS-GMM
pengolahan menunjukkan konsistensi,
3. Konvergensi sehingga dapat disimpulkan
pertanian dan bahwa konvergensi industri
peternakan merupakan  strategi  penting
4. Konvergensi dalam pengentasan kemiskinan
pertanian dan pedesaan.
internet
10  Paths out of Dynamic System Hasil penelitian menunjukkan

poverty:
International
experience

(FAN &
CHO, 2021)

GMM  (Generalized

Method of Moments)
Variabel Terikat:

1. Kemiskinan
Variabel Bebas:

1. Urbanization
(URB)

2. GDP per
capita
(PGDP)

3. Industrial
structure (IS)

4. Education
(EDU)

5. Government
expenditure
(GOV)

6. Financial
development
(FIN)

7. Infrastructure

(INFRA)

bahwa  urbanisasi  berperan
signifikan dalam menurunkan
kemiskinan pedesaan di China.
Dampaknya lebih kuat di wilayah
maju, sementara di daerah
tertinggal relatif lemah. Faktor
kontrol seperti pendapatan per
kapita, struktur industri,
pendidikan, pengeluaran
pemerintah,  keuangan, dan
infrastruktur turut mendukung
pengurangan kemiskinan.
Penelitian  juga menemukan
adanya efek spasial, di mana
urbanisasi di satu provinsi dapat
menekan kemiskinan di wilayah
tetangga. Temuan ini konsisten
pada berbagai model, termasuk
System GMM dan model spasial,
sehingga urbanisasi disimpulkan
sebagai faktor kunci pengentasan
kemiskinan.
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2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai
kemiskinan di wilayah pedesaan yang masih menjadi isu sentral dalam
pembangunan ekonomi. Beberapa faktor ekonomi dan sosial diduga berpengaruh
terhadap kondisi kemiskinan, di antaranya PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar
Petani (NTP), serta penyerapan Tenaga Kerja Pertanian (TKP). Selain itu, aspek
sosial berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) juga dipertimbangkan karena dapat memengaruhi kualitas sumber daya
manusia serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan signifikan dan

variabel mana yang paling dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan.

Landasan teori yang digunakan meliputi Teori Dualisme Ekonomi dari (W. A.
Lewis, 1954) yang menekankan perbedaan produktivitas antara sektor pertanian
dan non-pertanian, serta Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) yang
menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagai dasar peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan
keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, struktur tenaga kerja, kualitas

pendidikan, dan kondisi kemiskinan.
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/ Identifikasi Masalah \

. PDRB sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Tenaga
Kerja Petani (TKP) diduga berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan di 20 provinsi dengan kemiskinan tertinggi.

2. Faktor sosial ekonomi seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut memengaruhi kondisi

—_—

kemiskinan.
3. Perlu dianalisis variabel yang paling dominan dalam menentukan
K tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. /
Teori:

1. Teori Dualisme Ekonomi (Lewis, 1954)
2. Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory)

\

PDRB Sektor
Pertanian
4 )\
Nilai Tukar
Petani
|\ J
- — Kemiskinan Fixed Effect Model
Tenaga Kerja pada Software Stata 17
Petani
e N
Harapan Lama
Sekolah
\ J
[ Analisis Hasil Penelitian ]
Tingkat
Pengangguran
Terbuka

- /

Gambar 2. 3. Kerangka Pemikiran
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Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh terhadap

tingkat kemiskinan.

. Nilai Tukar Petani (NTP) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat

kemiskinan.
Tenaga Kerja Petani (TKP) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat
kemiskinan.
Harapan Lama Sekolah (HLS) diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat

kemiskinan.

. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diduga berpengaruh positif terhadap

tingkat kemiskinan.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian
yang berlandaskan pada paradigma positivistik, dengan karakteristik utama berupa
pengukuran variabel dalam bentuk angka serta pengujian hipotesis melalui analisis
statistik (Sugiyono, 2020). Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk menganalisis
hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Data
yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS),
khususnya dalam publikasi Profil Kemiskinan di Indonesia dan publikasi statistik
terkait lainnya. Pemilihan BPS sebagai sumber data didasarkan pada pertimbangan
bahwa lembaga tersebut merupakan institusi resmi pemerintah yang memiliki
standar metodologi statistik yang terstruktur, sehingga data yang diperoleh
memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Unit analisis dalam penelitian
ini adalah 20 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2024,
yang merupakan tahun terakhir dalam periode observasi penelitian. Tahun 2024
dipilih karena mencerminkan kondisi kemiskinan terkini. Pada tahun tersebut,
tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran sekitar 8—10 persen, sementara
provinsi-provinsi yang termasuk dalam sampel penelitian memiliki tingkat
kemiskinan di atas atau mendekati kisaran tersebut, sehingga relatif berada di atas

rata-rata nasional.

Pemilihan provinsi berdasarkan tahun terakhir bertujuan untuk memastikan bahwa
penelitian ini berfokus pada wilayah yang hingga akhir periode penelitian masih
menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Meskipun penentuan sampel

didasarkan pada kondisi tahun 2024, provinsi-provinsi tersebut secara umum juga
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menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dalam
beberapa tahun sebelumnya selama periode 2015-2024, sehingga tidak bersifat
temporer. Dengan demikian, kemiskinan di wilayah tersebut dapat dikategorikan
sebagai permasalahan yang bersifat struktural. Selain pertimbangan empiris,
pembatasan sampel pada 20 provinsi juga didasarkan pada pertimbangan
metodologis. Dalam analisis data panel, diperlukan jumlah unit cross-section yang
memadai agar estimasi model dapat dilakukan secara lebih efisien serta mampu
menangkap variasi antarwilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan
memfokuskan penelitian pada provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi,
heterogenitas ekstrem antara wilayah miskin dan wilayah sangat maju dapat
diminimalkan, sehingga estimasi model menjadi lebih stabil dan relevan untuk

menjelaskan dinamika kemiskinan pada kelompok wilayah prioritas.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan regresi data
panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Metode ini digunakan untuk
mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved
heterogeneity) antarprovinsi yang bersifat tetap sepanjang waktu. Melalui
pendekatan Fixed Effect Model, setiap unit cross-section atau provinsi diasumsikan
memiliki karakteristik khusus yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan, namun
tidak dapat diobservasi secara langsung dalam model. Dengan demikian, model ini
mampu mengendalikan perbedaan karakteristik antarwilayah sehingga estimasi
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat diperoleh secara
lebih akurat. Secara geografis, sebagian besar provinsi dalam sampel penelitian ini
berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, dengan beberapa provinsi lainnya
berada di kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi
wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi tidak hanya terpusat pada satu
kawasan, melainkan tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik ekonomi
yang berbeda. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan

pembangunan antarwilayah di Indonesia.
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Tabel 3.1. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data

Variabel Simbol Satuan Sumber Data
Kemiskinan P Persen Badan Pusat
Statistik
Produk Domestik PDRB Miliar Rupiah Badan Pusat
Brutok sektor Statistik
Pertanian
Nilai Tukar NTP Persen Badan Pusat
Petani Statistik
Tenaga Kerja TKP Persen Badan Pusat
Petani Statsitik
Harapan Lama HLS Tahun Badan Pusat
Sekolah Statistik
Tingkat TPT Persen Badan Pusat
Pengangguran Statistik
Terbuka

Data Penunjang pada penelitian ini didapatkan dari library study atau studi
kepustakaan melalui cara pengumpulan data literatur yang telah ada mengenai
kajian penelitian yang telah ada, teori teori yang mendukung, serta literasi lain yang
mendukung penelitian. Literatur yang telah di kumpulkan kemudia di kaji oleh
peneliti untuk menguatkan hasil penelitian ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat

sama dengan kenyataan yang sebenarnya

3.2.  Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan penafsiran, maka peneliti
menjabarkan definisi operasional dari variabel sebagai berikut:

3.2.1 Kemiskinan (P)

Kemiskinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi ketika penduduk
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Secara
operasional, indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, yaitu
proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di
bawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan ditetapkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), yang
memperhitungkan kebutuhan minimum makanan setara 2.100 kilokalori per kapita

per hari serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan
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kesehatan. Dengan demikian, seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin

apabila tidak mampu memenuhi standar kebutuhan minimum tersebut.

Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kemiskinan
umum yang mencakup seluruh penduduk tanpa membedakan wilayah tempat
tinggal, baik perkotaan maupun non-perkotaan. Data diperoleh dari publikasi resmi
BPS yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan disajikan
dalam satuan persen (%). Variabel kemiskinan digunakan sebagai variabel
dependen utama dalam penelitian ini karena mencerminkan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data kemiskinan pada
periode 2015-2024 untuk menganalisis dinamika kemiskinan antarprovinsi di

Indonesia.

3.2.2 Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian atas dasar harga konstan dalam
penelitian ini dioperasionalkan sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan dari
seluruh aktivitas ekonomi di sektor pertanian dengan menggunakan harga konstan
pada tahun dasar tertentu. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk
menghilangkan pengaruh inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan riil sektor
pertanian dari waktu ke waktu. Data variabel ini diperoleh dari publikasi resmi
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan
disajikan dalam satuan miliar rupiah. Produk Domestik Bruto yang diteliti memiliki
lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun yang diteliti pada tahun 2015 sampai
2024

3.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai indikator
kesejahteraan relatif petani yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga
yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP
menggambarkan kemampuan petani dalam menutupi kebutuhan hidupnya dari hasil
usahanya di sektor pertanian. Jika NTP lebih dari 100 persen, berarti petani

mengalami surplus karena harga produk pertanian yang diterima lebih tinggi



49

dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila NTP kurang dari 100
persen, menunjukkan penurunan daya beli petani. Data NTP diperoleh dari
publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam persen (%).
Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nialai Tukar
Petani yang diteliti dengan lingkup 20 provinsi di Indonesia dengan tahun 2015
sampai dengan tahun 2024

3.2.4 Tenaga Kerja Petani (TKP)

Tenaga Kerja Petani dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai jumlah
penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yang mencakup subsektor tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Indikator
ini mencerminkan besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian serta
tingkat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap aktivitas pertanian sebagai
sumber utama pendapatan. Tingginya proporsi tenaga kerja di sektor pertanian
menunjukkan karakteristik sektor dengan produktivitas yang relatif rendah,
sehingga berpotensi berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Data Tenaga Kerja
Petani diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi
ketenagakerjaan atau hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan
dinyatakan dalam satuan jiwa (orang) atau persentase (%). Variabel Tenaga Kerja
Petani digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di sektor
pertanian dan keterkaitannya dengan kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat

kemiskinan tertinggi di Indonesia selama periode 2015-2024.

3.2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai rata-rata
jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seorang anak pada
usia tertentu, dengan asumsi anak tersebut mengikuti jenjang pendidikan sesuai
kondisi yang berlaku saat ini. Indikator ini mencerminkan akses dan peluang
pendidikan masyarakat di suatu daerah, sehingga semakin tinggi nilai harapan lama
sekolah menunjukkan semakin baiknya kesempatan memperoleh pendidikan
formal. Data harapan lama sekolah diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat

Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan
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disajikan dalam satuan tahun. Harapan Lama Sekolah yang diteliti dengan lingkup

20 provinsi di Indonesia dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024

3.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam penelitian ini, Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase
angkatan kerja yang belum bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau
mempersiapkan usaha terhadap keseluruhan angkatan kerja. Indikator ini
digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi ukuran
utama dalam menilai ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi
tingkat pengangguran terbuka menunjukkan semakin besar jumlah tenaga kerja
yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi produktif. Data tingkat pengangguran
terbuka diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan dinyatakan dalam persen (%). Tingkat
Pengangguran Terbuka yang diteliti dengan lingkup 20 provinsi di Indonesia
dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yaitu
suatu teknik statistik yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antara dua atau lebih
variabel. Analisis regresi berfokus pada hubungan antara variabel dependen
variabel yang dipengaruhi dengan variabel independen variabel yang memengaruhi.
Melalui analisis ini dapat diketahui arah serta besarnya pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Apabila variabel independen yang
digunakan lebih dari satu, maka metode yang dipakai disebut regresi linier
berganda. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan regresi data panel karena data
yang dianalisis merupakan gabungan antara data time series dan cross section, yaitu
20 provinsi selama periode pengamatan tertentu. Pendekatan data panel dinilai lebih
unggul dibandingkan data cross section atau time series murni karena mampu
mengakomodasi heterogenitas antarwilayah serta meningkatkan jumlah observasi

sehingga estimasi menjadi lebih efisien.
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Sebelum dilakukan estimasi model regresi data panel, data terlebih dahulu melalui
tahap pengolahan untuk menjaga kualitas dan stabilitas estimasi. Salah satu langkah
yang dilakukan adalah penerapan metode winsorizing untuk mengurangi pengaruh
nilai ekstrem (outlier) yang berpotensi mendistorsi hasil estimasi. Winsorizing
dilakukan dengan membatasi nilai pada persentil tertentu sehingga observasi yang
terlalu ekstrem tidak dihilangkan, melainkan disesuaikan ke batas persentil yang
ditentukan. Teknik ini digunakan karena data panel antarprovinsi memiliki variasi
yang cukup tinggi, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan ekstrem

antarwilayah.

Pada tahap awal, estimasi dilakukan menggunakan model panel statis yang meliputi
Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect
Model (REM). Ketiga model tersebut digunakan untuk mengidentifikasi
pendekatan estimasi yang paling sesuai dalam menjelaskan hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Common Effect
Model merupakan pendekatan paling sederhana dalam regresi data panel yang
mengasumsikan bahwa seluruh unit cross section memiliki karakteristik yang sama
sehingga tidak terdapat perbedaan khusus antarunit pengamatan. Dalam model ini,
data panel diperlakukan seperti data gabungan (pooled data) tanpa

mempertimbangkan adanya efek individu.

Sementara itu, Fixed Effect Model (FEM) digunakan untuk mengakomodasi
adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved heterogeneity)
antarunit cross section yang bersifat tetap sepanjang waktu. Model ini
mengasumsikan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik khusus yang dapat
memengaruhi variabel dependen, namun karakteristik tersebut tidak dapat diukur
secara langsung dalam model. Dengan menggunakan pendekatan fixed effect,
perbedaan karakteristik antarprovinsi dapat dikontrol melalui penggunaan variabel
dummy atau transformasi within estimator sehingga estimasi koefisien menjadi
lebih akurat. Adapun Random Effect Model (REM) merupakan pendekatan yang
mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antarunit cross section bersifat acak

dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Model ini
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menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) untuk menghasilkan

estimasi yang lebih efisien apabila asumsi random effect terpenuhi.

Setelah ketiga model tersebut diestimasi, langkah selanjutnya adalah menentukan
model yang paling sesuai melalui beberapa pengujian pemilihan model, yaitu uji
Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk
menentukan apakah model yang lebih tepat adalah Common Effect Model atau
Fixed Effect Model. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model
yang lebih sesuai adalah Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Sementara
itu, uji Lagrange Multiplier digunakan untuk membandingkan antara Common
Effect Model dan Random Effect Model. Model yang terpilih dari hasil pengujian
tersebut selanjutnya digunakan sebagai model utama dalam analisis untuk
menjelaskan pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian
(PDRB), Nilai Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama
Sekolah (HLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat
kemiskinan pada 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia

selama periode 2015-2024.
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Berikut ialah bentuk kerangka metodologi yang digunakan pada penelitian ini:

[ Analisis Statistik Deskriptif ]

v

Penguji Estimasi Model
1. Common Effect Model
2. Fixed Effect Model

3. Random Effec Model

v

Pemilihan Model
1. Uji Chow
2. Uji Hausman

v

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolineritas
2. Uji Heterokedastisitas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Normalitas

J

Sumber: Diolah Penulis (2025) Dari Berbagai Literatur

Gambar 3. 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak Stata 17 dengan tujuan untuk
mengetahui secara lebih rinci sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan
pendekatan regresi data panel. Pemilihan metode ini didasarkan pada
kemampuannya dalam menggabungkan data cross section dan time series, sehingga
dapat memberikan jumlah observasi yang lebih besar serta menghasilkan estimasi

yang lebih efisien.
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Persamaan regresi yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai

berikut:

P =f(PDRB, NTP, TKP. HLS, TPT)

Model penelitian ini selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk persamaan berikut:

Y_it = B_0+ B_1PDRBit + B_2NTPit + f_3 TKPit + B_4 HLS_it
+ B.5TPT.it + €_it

Keterangan:

Y = Kemiskinan (%)

PDRB = Produk Domestik Bruto sektor Pertanian
NTP = Nilai Tukar Petani

TKP = Tenaga Kerja Petani

HLS = Harapan Lama Sekolah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

B_0 = Konstanta (intercept)

B_1 — B_5=Koefisien regresi variabel bebas

€ = eror term

1=1,2....n, menunjukkan provinsi — provinsi di Indonesia (cross-section)

t=1,2....t, menjelaskan tahun — tahun yang diteliti (time series)

Secara konseptual, model ini dapat menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan
dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto pada sektor pertanian (PDRB), Nilai
Tukar Petani (NTP), Tenaga Kerja Petani (TKP), Harapan Lama Sekolah (HLS),
serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sebagian variabel ditransformasikan
ke dalam bentuk logaritma natural (In) untuk mengurangi heterogenitas varians dan
mempermudah interpretasi koefisien regresi. Dengan demikian, model regresi linier
yang diterapkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan
kondisi empiris yang sebenarnya. Hasil estimasi yang diperoleh diharapkan dapat

mencerminkan hubungan antarvariabel penelitian secara objektif dan akurat.
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Gujarati dan Porter (2009) menjelaskan bahwa model regresi linier berganda secara

umum dituliskan sebagai:

Y.i= B0+ B 1X1i+ B_(2X20)+ -+ Bk X_ki+ u_i

Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model linier

yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pit = B0+ B_1PDRB_it+ B_2 NTP_it + B_3TKP_it + B_4 HLS it
+ BSTPT it + e_it

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang
menggabungkan data cross section dan time series dalam satu model estimasi.
Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika
perubahan variabel antarprovinsi dari waktu ke waktu, sehingga mampu
memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan penggunaan data cross
section atau time series secara terpisah. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji
hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, serta mengukur

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

Dalam regresi data panel terdapat beberapa pendekatan estimasi yang umum
digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan
Random Effect Model (REM). Fixed Effect Model digunakan untuk
mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik yang tidak teramati (unobserved
heterogeneity) antarunit cross section yang bersifat tetap sepanjang waktu. Model
ini mengasumsikan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik khusus yang dapat
memengaruhi variabel dependen, namun karakteristik tersebut tidak dapat diukur
secara langsung dalam model. Oleh karena itu, pendekatan fixed effect
memungkinkan perbedaan karakteristik antarprovinsi dapat dikontrol sehingga

estimasi koefisien regresi menjadi lebih akurat.
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Menurut Baltagi (2005), model data panel memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan model regresi biasa karena mampu mengakomodasi heterogenitas
individu, meningkatkan jumlah observasi, serta mengurangi potensi bias akibat
variabel yang tidak teramati. Selain itu, penggunaan regresi data panel juga
memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika hubungan

antarvariabel dalam periode waktu tertentu.

Seluruh proses pengolahan dan estimasi model dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan perangkat lunak Stata 17 untuk menilai secara lebih rinci besarnya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta memperoleh hasil

estimasi yang lebih akurat dan sistematis.

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum terkait
karakteristik data dalam penelitian. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai
minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari setiap variabel yang
dianalisis. Melalui statistik deskriptif, dapat diketahui pola sebaran data,
kecenderungan nilai variabel, serta tingkat variasi data antarprovinsi dan
antarperiode penelitian. Hasil analisis ini menjadi dasar awal untuk memahami

kondisi variabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan berbagai uji

3.3.2 Estimasi Model

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel untuk menganalisis
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data panel merupakan
kombinasi antara data time series dan cross section. Estimasi model data panel
dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM),
Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM):

1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model atau sering disebut sebagai Pooled Least Square (PLS)
merupakan pendekatan paling sederhana dalam regresi data panel. Model ini

mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan karakteristik antar individu (cross
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section) maupun antar waktu (time series), sehingga menggunakan satu intercept
yang sama untuk seluruh unit observasi.
Secara umum, model CEM dapat dituliskan sebagai berikut:
Yie = Bo + PiX1ie + BoXoiw + -+ BnXnie + &t

Dimana:

Y;;adalah variabel dependen pada unit i dan waktu t

X;tadalah variabel independen

PBoadalah intercept

g;+adalah error term

Model ini tidak mempertimbangkan adanya heterogenitas antar individu.

2. Fixed Effect Model (FEM)
Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar
individu (misalnya provinsi) yang dapat memengaruhi variabel dependen.
Perbedaan tersebut ditangkap melalui perbedaan intercept pada masing-masing
individu, sedangkan slope koefisien tetap sama.
Model FEM dapat dituliskan sebagai berikut:
Yie = a; + B1Xvie + BoXowe + -+ BnXnie + €

Dimana:

a;adalah intercept yang berbeda untuk setiap individu (cross section).
Pendekatan ini mampu mengontrol faktor-faktor yang tidak teramati (unobserved

heterogeneity) yang bersifat tetap (time-invariant).

3. Random Effect Model (REM)
Random Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar
individu bersifat acak dan menjadi bagian dari komponen error. Model ini
menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS).
Model REM dapat dituliskan sebagai berikut:
Yie = Bo + BiXuie + BoXoie + -+ BnXnie+ 1 + €1t

Dimana:

u;adalah komponen error khusus individu (random error)

g;radalah error idiosinkratik
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3.3.3 Pemilihan Model

Pengujian spesifikasi model dilakukan untuk menentukan model data panel yang

paling tepat digunakan dalam penelitian, apakah model Common Effect, Fixed

Effect, atau Random Effect. Pengujian ini meliputi:

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model Fixed Effect lebih tepat
dibandingkan model Common Effect. Keputusan pengujian didasarkan pada
nilai probabilitas (p-value). Jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat
signifikansi (a = 0,05), maka model Fixed Effect lebih sesuai digunakan dalam
penelitian.

2. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model Fixed Effect dan Random
Effect. Apabila nilai probabilitas uji Hausman lebih kecil dari a = 0,05, maka
model Fixed Effect dinilai lebih tepat. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih
besar dari a = 0,05, maka model Random Effect lebih sesuai digunakan.

3. Uji Lagrange Multiplier
Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan apakah model Random
Effect lebih tepat dibandingkan model Common Effect. Jika hasil uji
menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari a = 0,05, maka model Random

Effect lebih layak digunakan dibandingkan Common Effect.

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang
digunakan memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga
hasil estimasi yang diperoleh bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Dalam
penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji multikolinearitas,
heterokedastisitas, autokorelasi, dan normalitas.

1. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang
kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik
seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi antar variabel bebas, karena dapat
menyebabkan ketidakstabilan koefisien regresi dan meningkatkan standar error
Menurut (N. & Gujarati, 2009), multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien

regresi menjadi tidak stabil serta menyulitkan interpretasi hasil estimasi. Oleh
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karena itu, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance
Inflation Factor (VIF) atau korelasi antar variabel independen. Kriteria
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: jika nilai VIF < 10 maka tidak
terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF > 10 maka model mengalami

multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan
varians error (residual) pada setiap observasi. Model regresi yang baik
mensyaratkan tidak adanya heterokedastisitas (homokedastisitas), yaitu varians
residual yang konstan. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan menggunakan
Uji Glejser, Uji Breusch-Pagan, atau melihat probabilitas dari hasil uji statistik.
Kriteria pengambilan keputusan adalah:

Jika nilai probabilitas (p-value) > a (0,05), maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Jika nilai probabilitas (p-value) < a (0,05), maka terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error

pada suatu periode dengan error pada periode lainnya. Autokorelasi dapat
menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien serta standar error
menjadi tidak valid (N. & Gujarati, 2009), Dalam penelitian ini, pengujian
autokorelasi dilakukan menggunakan uji Wooldridge pada data panel. Kriteria
pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari
tingkat signifikansi (a = 0,05), maka model dinyatakan tidak mengalami
autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model
mengalami autokorelasi.

Hipotesis nol (Ho): Tidak terdapat autokorelasi.

Hipotesis alternatif (H:): Terdapat autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual dalam model

regresi berdistribusi normal. Normalitas residual penting terutama untuk keperluan
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pengujian hipotesis (uji t dan uji F). Pengujian normalitas dapat dilakukan
menggunakan Uji Jarque-Bera atau melihat nilai probabilitasnya. Kriteria
pengambilan keputusan adalah:

Jika nilai probabilitas (p-value) > a (0,05), maka residual berdistribusi normal.
Jika nilai probabilitas (p-value) < a (0,05), maka residual tidak berdistribusi

normal.

3.3.5 Uji Hipotesis

1. Ujit

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen dalam model penelitian.
Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ketika variabel lain dalam model
dianggap konstan. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji t dilakukan dengan
membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing koefisien variabel
independen dengan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Apabila nilai
probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (oo = 0,05), maka variabel
independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat
signifikansi, maka variabel independen tersebut dinyatakan tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Lebih lanjut, Wooldridge (2010)
menjelaskan bahwa dalam model regresi data panel, uji t digunakan untuk menguji
hipotesis secara parsial terhadap setiap koefisien variabel independen dalam model.
Melalui pengujian ini dapat diketahui variabel mana yang secara individual
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, uji parsial
menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen secara individual.



61

2. UjiF

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel
independen dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap
variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah model penelitian
secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel
dependen. Menurut Gujarati dan Porter (2009), uji F dilakukan dengan
membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari statistik F dengan tingkat
signifikansi yang telah ditetapkan. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat
signifikansi (a = 0,05), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel
independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, maka
variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Dalam analisis regresi data panel, uji F digunakan untuk
mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model secara
kolektif mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Sebagaimana
dijelaskan oleh Wooldridge (2010), pengujian simultan memberikan gambaran
mengenai kelayakan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, pendekatan yang paling sesuai
dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM), sehingga model tersebut
digunakan sebagai model utama dalam analisis pengaruh variabel independen

terhadap tingkat kemiskinan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan
Berdasarkan paparan analisis penelitian serta penjelasan dari penelitian yang telah

dilakukan peneliti diatas, telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015-2024,
variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan koefisien
positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Temuan
ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang
tercermin melalui PDRB belum secara langsung mampu menurunkan
kemiskinan di dua puluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di
Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi
belum sepenuhnya bersifat inklusif dan manfaatnya belum terdistribusi secara
merata kepada kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, pertumbuhan
ekonomi agregat tanpa diikuti pemerataan pendapatan serta penciptaan lapangan
kerja yang produktif belum mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen

pengentasan kemiskinan.

2. Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015-2024
menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki koefisien negatif dan
signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan
bahwa peningkatan daya beli petani berperan dalam menurunkan tingkat
kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap
sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan
petani yang tercermin melalui peningkatan NTP mampu memberikan kontribusi
nyata terhadap penurunan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas peran NTP

tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti produktivitas pertanian,



akses pasar, serta stabilitas harga komoditas. Oleh karena itu, peningkatan NTP
perlu didukung oleh kebijakan peningkatan produktivitas dan penguatan nilai
tambah sektor pertanian agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan

menjadi lebih optimal.

. Variabel Tenaga Kerja Petani (TKP) pada periode 2015-2024 menunjukkan
koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini
mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor
pertanian cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan.
Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pertanian masih berperan sebagai
sektor penampung tenaga kerja berproduktivitas rendah, di mana peningkatan
jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan output per tenaga kerja.
Dengan demikian, tingginya proporsi tenaga kerja di sektor pertanian lebih
mencerminkan keterbatasan kesempatan kerja di sektor non-pertanian
dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga transformasi
struktural ekonomi menjadi faktor penting dalam wupaya pengentasan

kemiskinan.

. Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada periode 2015-2024
menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki koefisien negatif
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan akses pendidikan yang tercermin melalui meningkatnya lama
sekolah mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
Pendidikan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, produktivitas tenaga kerja, serta peluang memperoleh pekerjaan
dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan
pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan,
khususnya apabila diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan

kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2015-2024 menunjukkan

koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini
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menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berkorelasi dengan
peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
keterbatasan kesempatan kerja produktif masih menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi dinamika kemiskinan di wilayah penelitian. Dengan demikian,
upaya pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja produktif
serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam

menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis pada data dan Kesimpulan yang diambil sebelumnya, maka

dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil yang menunjukkan bahwa PDRB belum berpengaruh
signifikan terhadap penurunan kemiskinan, pemerintah disarankan untuk
mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan kualitas dan
inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Selain mendorong hilirisasi berbasis sumber
daya lokal, pemerintah perlu memperkuat sektor padat karya, pengembangan
UMKM, serta integrasi ekonomi lokal agar pertumbuhan PDRB mampu
menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan kelompok
masyarakat miskin. Kebijakan pengurangan ketimpangan wilayah melalui
pembangunan infrastruktur ekonomi dan insentif investasi di daerah miskin juga
menjadi penting agar manfaat pertumbuhan lebih merata. Bagi akademisi,
penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel ketimpangan
pendapatan atau struktur sektoral guna menjelaskan mekanisme transmisi

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah
disarankan untuk memperkuat kebijakan peningkatan produktivitas dan efisiensi
usaha tani guna menjaga peningkatan daya beli petani secara berkelanjutan.
Selain hilirisasi komoditas pertanian, kebijakan seperti reformasi subsidi input
agar lebih tepat sasaran, peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, serta
penguatan akses petani terhadap pembiayaan dan pasar perlu diprioritaskan.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani serta
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mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas. Bagi akademisi,
penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kesejahteraan petani secara

lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perbedaan subsektor pertanian.

. Temuan bahwa Tenaga Kerja Petani berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemiskinan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor
penampung tenaga kerja berproduktivitas rendah. Oleh karena itu, pemerintah
disarankan untuk mendorong transformasi struktural melalui modernisasi
pertanian, pengembangan agroindustri dan hilirisasi, serta penciptaan lapangan
kerja non-pertanian di wilayah pedesaan. Selain itu, kebijakan peningkatan
keterampilan tenaga kerja dan dukungan kewirausahaan lokal perlu
dikembangkan agar tenaga kerja pertanian memiliki alternatif sumber
pendapatan yang lebih produktif. Bagi akademisi, penelitian selanjutnya
disarankan untuk menganalisis peralihan tenaga kerja antar sektor dan

dampaknya terhadap kemiskinan.

. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu,
pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan akses pendidikan sekaligus
memperbaiki kualitas pendidikan agar mampu meningkatkan produktivitas
tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasional,
pelatihan keterampilan berbasis potensi daerah, serta peningkatan kualitas
tenaga pendidik dan sarana pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mampu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pendidikan dapat
berkontribusi secara nyata terhadap penurunan kemiskinan. Bagi akademisi,
penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh kualitas pendidikan

dan keterampilan terhadap kemiskinan dalam jangka Panjang

. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu,
pemerintah disarankan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif

melalui pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM, serta kebijakan
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ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Selain itu,
program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja perlu diperkuat agar
tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagi
akademisi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan indikator
kualitas pekerjaan, seperti tingkat upah dan tingkat informalitas, dalam analisis

kemiskinan..
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